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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

NOMOR 4 TAHUN 2026 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG 

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 2673 Tahun 2025 

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat 

Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 

Tenggara tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara 

Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan 

Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan Bebas  dari  

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2001   

Nomor  134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Penetetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Pemilihan Umum menjadi Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 6863); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 4890); 

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2011 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2011 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani di Instansi pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 444);  

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 
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Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236). 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

SULAWESI TENGGARA NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG 

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN 

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA. 

KESATU : Menetapkan perubahan Susunan Keanggotaan Satuan 

Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Kendari  

pada tanggal 18 Mei 2026  
  

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

 PROVINSI SULAWESI TENGGARA, 

 

ttd. 

 

       SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  

dan Hukum; 

 

 

 

Taufik Ahmad 
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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

SULAWESI TENGGARA NOMOR 38 

TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN 

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN 

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

SULAWESI TENGGARA 
 

SUSUNAN KEANGGOTAAN PADA UNIT SATUAN TUGAS PENGENDALIAN 

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
 

NO NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN 

DALAM UPG 

1 
Suprihaty Prawaty 

Nengtias, SP., M.P. 

Ketua KPU Provinsi Sulawesi 

Tenggara 
Pengarah 

2 Dr. Asril, S.Sos., M.Si 
Anggota KPU Provinsi 

Sulawesi Tenggara 
Pengarah 

3 Amirudin, S.Pt 
Anggota  KPU Provinsi 

Sulawesi Tenggara 
Pengarah 

4 
Muhammad Mu'min 

Fahimuddin, SP., M.Si. 

Anggota  KPU Provinsi 

Sulawesi Tenggara 
Pengarah 

5 
Hazamuddin, S.Sos., 

M.H. 

Anggota  KPU Provinsi 

Sulawesi Tenggara 
Pengarah 

6 
La Ode Mustari 

Muchtar, S.STP  

Sekretaris KPU Provinsi 

Sulawesi Tenggara 
Ketua 

7 Taufik Ahmad, S.H 

Kepala Bagian Teknis 

Penyelenggaraan Pemilu dan 

Hukum 

Sekretaris 

8 Baharuddin, S.E  
Kepala Bagian Keuangan, 
Umum dan Logistik  

Anggota 

9 Waode Rini, S.E 

Plt. Kepala Bagian 

Perencanaan, Data, 
Informasi, Partisipasi, 
Hubungan 
Masyarakat dan Sumber 

Daya Manusia 

Anggota 

10 
Endang Sumpena, 

S.Kep., MKM. 
Fungsional Ahli Madya Anggota 

11 Nirwana, S.E. Fungsional Ahli Madya Anggota 

12 Wawan Friadi Lili, S.E Kepala Sub Bagian Hukum Anggota 

13 
Yusnita Sakbani, 

S.I.kom, M.IP 

Kepala Sub Bagian Teknis 

Penyelenggaraan Pemilu 
Anggota 

14 Widiawati, S.Sos 

Kepala Sub Bagian 

Perencanaan Data dan 

Informasi 

Anggota 
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15 Juslan, S.IP 
Kepala Sub Bagian Umum 

dan Logistik 
Anggota 

16 Meryana Aisyah, S.IP 
Kepala Sub Bagian 

Keuangan 
Anggota 

 

Ditetapkan di Kendari  

pada tanggal 18 Mei 2026  
  

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

 PROVINSI SULAWESI TENGGARA, 

 

ttd. 

 

    SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  

dan Hukum; 

 

 

 

 

Taufik Ahmad 

 

 


